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BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, makqa dapat disimpulkan hal-hal

sebagai berikut:

1.

Perlindungan hukum bagi Wajib Pajak atas Surat Ketatapan Pajak Lebih
Bayar (SKPLB) telah diatur dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan, yakni dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 16 yang mengatur
tentang pembetulan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan
Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi
Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat
Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat
Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, Pasal 23 tentang gugatan, Pasal 25
dan Pasal 26 tentang keberatan, Pasal 27 tentang banding, Pasal 36 tentang
penghapusan sanksi administrasi dan penghapusan atau pembatalan
ketetapan pajak yang tidak benar dan dalam Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal
38 tentang banding, Pasal 40 sampai dengan Pasal 43 tentang gugatan, Pasal
91 tentang peninjauan kembali dan untuk kompensasi kerugian diatur
dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan dalam Pasal 6 Ayat (2).

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus
perkara ini telah tepat dan sesuai berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku. Pembetulan SKPLB seperti yang diatur
dalam ketentuan Pasal 16 UU KUP merupakan hal yang tepat untuk
dilakukan PT. KMI sehingga PT. KMI bisa mendapatkan hak nya atas
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kompensasi kerugian sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) UU PPh.
Pembetulan SPT Tahunan yang dianjurkan oleh Pengadilan Pajak pada
Putusan Nomor Put-72667/PP/M.IVB/99/2016 tidak relevan untuk
dilakukan oleh PT. KMI karena terdapat syarat yang tidak dapat dipenuhi
oleh PT. KMI sehingga PT. KMI terhalangi hak nya untuk mendapat
kompensasi kerugian.

Pajak sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan selanjutnya
diteruskan dan disempurnakan pada zaman Khalifah Umar bin Khaththab.
Kesalahan yang dilakukan oleh aparat/pemerintah diselesaikan di
pengadilan wilayah Mazhalim. SKPLB dan pajak penghasilan belum diatur
secara eksplisit dalam Al-Qur’an dan Sunnah namun merupakan
pengembangan pajak dari zaman Khalifah Umar bin Khaththab yang
dilakukan pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat. Asas-asas yang
terdapat dalam Islam juga terdapat dalam asas-asas perpajakan di Indonesia.
Pada dasarnya pemungutan pajak didasarkan atas kemaslahatan dan
keadilan. Ganti rugi juga dikenal dalam Islam salah satu bentuknya adalah
ta 'widh.

Saran

Seharusnya hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan fakta-
fakta yang ada di  persidangan dan seharusnya hakim melakukan
penggalian hukum terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan sengketa
sehingga pasal yang diterapkan dalam memutus suatu perkara tidak salah
tafsir dan putusan yang dikeluarkan dapat memberikan keadilan baik bagi
Wajib Pajak maupun Dirjen Pajak.

Dirjen Pajak sebagai pejabat negara seharusnya menjalankan asas-asas
umum pemerintahan yang baik dan seharusnya taat pada peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



